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Lampiran 3. Contoh SP2D 
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Lampiran 5. Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab 
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Lampiran 6. Contoh Surat Pengantar SPP 
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Lampiran 7. Contoh Ringkasan SPP 
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Lampiran 8. Contoh Rincian SPP 
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Lampiran 9. Checklist 
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Lampiran 10. Contoh Kuitansi 
 

Sumber: BPPKAD Tuban 
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Lampiran 11. Daftar Pertanyaan Wawancara Tatap Muka 

BAHAN WAWANCARA 

1. Gambaran Umum Penerapan Transaksi Nontunai (TNT) 

a. Realisasi TNT di Kabupaten Tuban sudah berapa persen? 

b. Apakah TNT diterapkan pada keseluruhan belanja? 

c. Apakah TNT diterapkan pada keseluruhan pendapatan? 

d. Penerapan TNT di Kabupaten Tuban: 

- Sejak kapan? Apakah dari awal dikeluarkannya SE Mendagri 

mengenai Implementasi TNT, Kabupaten Tuban sudah siap? 

- Dilakukan secara bertahap atau langsung keseluruhan? Jika dilakukan 

secara bertahap, ada berapa dan apa saja komponen belanja/pendapatan 

pada penerapan pertama, kedua, dst. 

- Apakah dari awal penerapan TNT, semua SKPD sudah menerapkan 

transaksi nontunai ataukah bertahap? Jika bertahap, yang pertama 

menerapkan siapa saja, kedua siapa saja, dan sampai sekarang apakah 

semua SKPD sudah menerapkan? 

e. Regulasi: Peraturan terkait implementasi TNT apa saja? 

- Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan 

dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 2017. 

- SE Kemendagri Nomor 910/1867/SJ Tahun 2017 tentang 

Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota 

- Peraturan Bupati Tuban Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan 

Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban 

Selain ketiga aturan tersebut, apakah ada peraturan lainnya? 

f. Prosedur pelaksanaan TNT di Kabupaten Tuban: apakah menggunakan 

single user atau multi user? 

*single user: pengiriman kode verifikasi dari pihak bank hanya melibatkan 

wewenang bendahara tanpa melalui PA/KPA. 

*multi user: melibatkan PA/KPA untuk melakukan fungsi kontrol atas 

transaksi melalui pengiriman kode OTP ke ponsel masing-masing 
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PA/KPA. 

g. Aplikasi apa yang digunakan dalam melakukan pembayaran secara 

nontunai? 

2. Implementasi Transaksi Nontunai (TNT) 

a. Sosialisasi kebijakan TNT 
 

- Sistem sosialisasinya 

seperti apa? 

- Kapan? 

Sosialisasi dari pusat ke BPPKAD 

Sosialisasi dari BPPKAD ke SKPD 

- Pendapat narasumber mengenai sosialisasi kebijakan TNT (apakah 

sudah jelas? Apakah tujuan sosialisasi sudah tercapai? Apakah 

sosialisasi tersebut sudah mencakup ke semua pihak terkait? Apakah 

sosialisasi tersebut sudah tepat sasaran?) 

 

b. Ketersediaan SDM 

- jumlah: jumlah 

SDM memenuhi 

atau tidak? 

BPPKAD 

 
SKPD Lainnya 

- Kualitas: apakah terdapat kesulitan dalam beradaptasi dengan 

pelaksanaan nontunai? 

c. Ketersediaan fasilitas seperti: 

- Jaringan internet 

- Aplikasi 

- Mesin ATM 

Apakah ada kesulitan atau hambatan? 

d. Apakah Kabupaten Tuban mempunyai Standar Operasional Prosedur 

(SOP) atau mekanisme secara detail mengenai TNT? 

e. Apakah sudah pernah ada evaluasi dari BPPKAD terkait pelaksanaan TNT 

di Kabupaten Tuban? 

f. Apa saja hambatan/kendala penerapan TNT di Kabupaten Tuban? 

g. Apakah ada reward and punishment untuk memotivasi para pelaksana 

kebijakan TNT di Kabupaten Tuban (terutama waktu awal penerapan 

dulu)? 
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h. Apa manfaat/keuntungan yang dirasakan oleh Pemkab Tuban setelah 

adanya kebijakan TNT? 
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3. Prosedur Pembayaran Secara Nontunai dalam Pelaksanaan Belanja 

a. Penerapan transaksi nontunai sudah dilakukan secara penuh atau masih 

ada penyimpanan kas di Bendahara Pengeluaran? (Jika melihat Perbup 

Tuban No. 68 Tahun 2020 Pasal 19, belanja barang dan jasa dengan nilai 

pengeluaran belanja sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) 

dilaksanakan dengan menggunakan transaksi tunai, itu artinya pelaksanaan 

belanja di Kabupaten Tuban belum sepenuhnya menggunakan TNT?) 

b. Penerapan TNT pada pengeluaran menggunakan jenis pembayaran apa 

saja (UP, GU, LS, atau lainnya)? 

c. Bagaimana proses/alur pembayaran belanja daerah menggunakan 

mekanisme pembayaran nontunai? 

4. Perwujudan Good Governance (Pengeluaran) 

a. Pendapat narasumber mengenai dampak penerapan transaksi nontunai 

pada pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tuban dilihat dari prinsip 

akuntabilitas. 

b. Pendapat narasumber mengenai dampak penerapan transaksi nontunai 

pada pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tuban dilihat dari prinsip 

transparansi. 

c. Pendapat narasumber mengenai dampak penerapan transaksi nontunai 

pada pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tuban dilihat dari prinsip 

efisiensi dan efektivitas. 

d. Pendapat narasumber mengenai dampak penerapan transaksi nontunai 

pada pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tuban dilihat dari prinsip 

profesionalisme. 

5. Penerapan TNT pada Penerimaan/Pendapatan 

a. Apakah penerapan TNT pada pendapatan sudah 100%? 

b. Bagaimana proses/alur penerimaan daerah menggunakan mekanisme 

nontunai? 
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6. Perwujudan Good Governance (Pendapatan) 

a. Pendapat narasumber mengenai dampak penerapan transaksi nontunai 

pada pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tuban dilihat dari prinsip 

akuntabilitas. 

b. Pendapat narasumber mengenai dampak penerapan transaksi nontunai 

pada pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tuban dilihat dari prinsip 

transparansi. 

c. Pendapat narasumber mengenai dampak penerapan transaksi nontunai 

pada pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tuban dilihat dari prinsip 

efisiensi dan efektivitas. 

d. Pendapat narasumber mengenai dampak penerapan transaksi nontunai 

pada pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tuban dilihat dari prinsip 

profesionalisme. 
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Lampiran 12. Cuplikan Wawancara Online Melalui Whatsapp Chat 
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  Sumber: Whatsapp chat 
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